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RENSTRA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga
Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku dapat tersusun. Renstra
pada Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat
permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah yang
akan dicapai, beserta strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam rencana program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Renstra tersebut telah
ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku memuat beberapa runtutan
substansi diantaranya Pendahuluan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan
Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran yang
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024, Strategis dan Arah
Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan dan Penutup. Lebih lanjut Rencana Strategis Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku
akan menjadi system kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan
program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan kemudian didalam Rencana
Kerja (Renja) tahunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu
kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku. Semoga
ke depan dokumen Renstra Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku yang sudah tersusun ini
dapat menjadilandasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan

di Provinsi Maluku.

Ambon,  Januari 2020

erekonomian Daerah,

2N ’vﬁl/na Utama Muda
NiP 19620623 198903 2 005
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan pada prinsipnya tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan
materi dalam kehidupan manusia, namun pembangunan merupakan suatu proses multidimensi
yang meliputi perubahan mendasar atas institusi/Lembaga yang ada, dan perubahan orientasi
dari seluruh sistem baik sosial maupun ekonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong pembangunan daerah yang berorientasi
pada tata kepemerintahan yang baik (good governance) dalam kerangka menciptakan nilai
kesejahteraan sosial dan ekonomiyang lebih baik bagi masyarakat setempat. Good Governance
lebih menekankan pada interaksi berbagai peran di antara berbagai pelaku pembangunan di
daerah, baik itu masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah daerah dengan diatur oleh tiga
pilar utama, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi serta adanya peraturan (rule of law)
yang jelas.

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom merupakan bagian dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang memberikan arah penyelenggaraan pembangunan yang
partisipatif, transparan, akuntabel, berkeadilan, responsive, efisien, terukur, berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan, diantaranya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah atau RPJP Daerah Tahun 2005 - 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Maluku Nomor o2 Tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau
RPJMD Tahun 2019-2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor  Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka dokumen RPJMD menjadi pedoman bagi seluruh pemangku

kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bagi penyelenggara
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pemerintah daerah, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian dijabarkan
setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
sebagai salah satu tahapan mewujudkan perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi
Maluku untuk mewujudkan Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin
Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan.

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana strategis, yang
berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, dengan
memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala) yang ada atau
mungkin timbul. Dokumen yang dihasilkan dari perencanaan strategis disebut “Rencana
Strategis” atau "Renstra”.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Rencana Strategis diperlukan sebagai
instrumen untuk pengukuran kinerja instansi pemerintah, dan lebih mengarahkan kepada
tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Penyusunan rencana
strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan
sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Renstra merupakan
langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan
(weaknesses), peluang (opportunites) dan tantangan (threats) yang ada.

Rencana Strategis Biro Perekonomian Daerah Setda Provinsi Maluku merupakan
dokumen perencanaan taktis strategi organisasi. Dokumen ini menjabarkan potret
permasalahan organisasi serta indikasi daftar program dan kegiatan dalam upaya memecahkan
permasalahan secara terencana dan bertahap untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan
mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang kewenangan lainnya sesuai dengan

prioritas dan kebutuhan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum vyang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Biro

Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2019-2024 adalah:
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat | Maluku, jo. Undang-Undang No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, jo.
Undang-Undang No 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian
Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi
Maluku, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Buru Selatan di Provinsi Maluku;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5130);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor o2 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah Provinsi Maluku;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor o2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor

Tambahan Lembaran Daerah Nomor ).

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Biro Perekonomian Daerah

Setda Maluku Tahun 2019-2024 adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah
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kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku
dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun

2019 — 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Biro Perekonomian

Daerah Setda Maluku 2019-2024 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman bagi Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) dibidang perekonomian dan penyelenggaraan pemerintahan
untuk mewujudkan Visi Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-
2025 dan RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024.

b. Sebagaiinstrument bagi Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku dalam mencapai
tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan
terukur.

c. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan dalam mengurangi kemiskinan,
pemerataan pembangunan meningkatkan perekonomian daerah.

d. Sebagai pedoman untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur

dan sejahtera.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang
1.2.  Landasan Hukum
1.3.  Maksud dan Tujuan

1.4.  Sistematika Penulisan

BAB Il GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
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BAB Il

BAB IV

BAB YV

BAB VI

BAB VII

BAB VIiI

2.3  Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.12.  lIdentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

3.2.  Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

3.3.  Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Maluku
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
3.5.  Penentuan Isu-Isu Strategis
TUJUAN DAN SASARAN
4.1.  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1.  Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2019-2024
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1.  Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1.  Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

PENUTUP
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku sesuai dengan Peraturan
Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku.

Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku di bawah Asisten Perekonomian dan
Pembangunan, mempunyai tugas pokok "“Membantu Asisten Perekonomian dan
Pembangunan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta pelayanan

administrative di bidang perekonomian Daerah”.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Biro Perekonomian Daerah

Setda Maluku mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program bidang perekonomian sesuai dengan Rencana Strategis
Daearh/RPJMD;

2. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan Daerah di bidang
perekonomian Daerah;

3. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang perekonomian Daerah;

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian
Daerah;

5. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah di
bidang perekonomian Daerah;

6. Pelaksanaan ketatausahaan; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

sesuai tugas dan fungsinya.

BIRO PEREKONOMIAN DAERAH -1




Di dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Perwakilan

Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku, struktur organisasi Biro Perekonomian

Daerah terdiri sebagai berikut:

1. KepalaBiro

2. Bagian Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, terdiri dari

a. Sub Bagian Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

b. Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi; dan

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro

3. Bagian Infrastruktur dan Usaha-Usaha Daerah, terdiri atas:

a. Sub Bagian Pengembangan Infrastruktur Daerah;

b. Sub Bagian Kerjasama dan Fasilitasi Usaha-Usaha Daerah; dan

c. Sub Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Usaha-Usaha Daerah.

4. Bagian Pengembangan Investasi, terdiri atas:

a. Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;

b. Sub Bagian Bina Promosi; dan

c. Sub Bagian Bina Investasi.

KEPALA BIRO

SUB BAGIAN
. PENGEMBANGAN PRODUK
UNGGULAN DAERAH

SUB BAGIAN KELEMBAGAAN
| EKONOMI

| SUB BAGIAN TATA USAHA
BIRO

SUB BAGIAN
- PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR DAERAH

SUB BAGIAN KERJASAMA &
. FASILITASI USAHA-USAHA
DAERAH

SUB BAGIAN PEMANTAUAN,
—— EVALUASI & PELAPORAN
USAHA-USAHA DAERAH

SUB BAGIAN FASILITASI
" KERJASAMA LUAR NEGERI

. SUB BAGIAN BINA PROMOSI

SUB BAGIAN BINA
INVESTASI

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku
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Adapun rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing-masing struktur organisasi Biro

Perekonomian Daerah Setda Maluku sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada

Tabel di bawah ini:

1. Kepala Biro

Tugas Pokok

Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam pengoordinasian

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi di bidang

perekonomian daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Uraian Tugas

a)

Merumuskan program kerja di lingkungan Biro Perekonomian Daerah
berdasarkan rencana strategis Biro Perekonomian Daerah Setda Provinsi
Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Perekonomian
Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan
pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

Membina bawahan di lingkungan Biro Perekonomian Daerah dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh
kinerja yang diharapkan;

Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Perekonomian
Daerah sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan
serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan
tugas;

Merumuskan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan
kebijakan Daerah di bidang pengembangan ekonomi kerakyatan,
infrastruktur dan usaha-usaha daerah serta pengembangan investasi seuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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Merumuskan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang pengembangan ekonomi kerakyatan,
infrastruktur dan usaha-usaha daerah serta pengembangan investasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksaan tugas;
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di
bidang pengembangan ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan usaha-usaha
daerah serta pengembangan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas;

Menyelenggarakan pelayanan administrative pada instansi Daerah di bidang
pengembangan ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan usaha-usaha daerah
serta pengembangan investasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

Memantau pelaksanaan layanan ketatausahaan di lingungan Biro
Perekonomian Daerah secara berkala untuk memastikan kelancaran
pelaksanaan tugas satuan kerja secara optimal;

Mengevaluasi pelaksaan tugas bawahan di lingkungan Biro Perekonomian
Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan
4embag;

Melaporkan pelaksanaan tugas Biro Perekonomian Daerah sesuai dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanpimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2. Bagian Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Tugas Pokok

Melaksanakan perumusam dan pelaksanaan kebijakan di Bagian Pengembangan

Ekonomi Kerakyatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target

kinerja yang ditetapkan
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Uraian Tugas

a)

f)

Menyusun rencana operasional di Bagian Pengembangan Ekonomi
Kerakyatan berdasarkan program kerja Biro Perekonomian Daerah serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan tugas kepada bawahan di Bagian Pengembangan Ekonomi
Kerakyatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan
agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bagian
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar ridak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Pengembangan
ekonomi Kerakyatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan produk unguulan
daerah, kelembagaan ekonomi dan tata usaha biro sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Mengkoodinasikan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang
pengembangan produku unggulan daerah, kelembagaan ekonomi dan tata
usaha biro sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evlavasi di bidang
pengembangan produk unggulan daerah, kelembagaan ekonomi dan tata
usaha biro sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Menyelenggarakan kegiatanlayanan administrasi kepegawaian dan umum,
perencanaan, keuangan dan asset di lingkup Biro Perekonomian Daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Pengembangan
Ekonomi Kerakyatan dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksankan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan sembag;
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j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Pengembangan Ekonomi
Kerakyatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2.1. SubBagian Pengembangan Produk Unggulan Daerah
e Tugas Pokok
Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di Sub Bagian
Pengembangan Produk Unggulan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku

untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

e Uraian Tugas

a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pengembangan Produk
Unggqulan Daerah berdasarkan rencana operasional Bagian
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawaba masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Sub Bagian Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

c¢) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian
Pengembangan Produk Unggulan Daerah sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancarg;

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Pengembangan
Produk Unggulan Daerah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

e) Menyiapkan bahan penyusunan program di Sub Bagian Pengembangan
Produk Unggulan Daerah Sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksaan tugas;
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h)

)

Menyiapkan bahan koordinasi dalma rangka penyusunan program dan

petunjuk pelaksanaan di Sub Bagian Pengembangan Proudk Unggulan
Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

Menyusun data, informasi dan dokumentasi di Sub Bagian
Penggembangan Produk Unggulan Daerah sesuai ketentuan yang
berlaku;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian
Pengembangan Produk Unggulan Daerah dnegan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengembangan
Produk Unggulan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanpimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2.2. SubBagian Kelembagaan Ekonomi

Tugas Pokok

Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di Sub Bagian Kelembagaan

Ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapaitarget kinerja yang

telah ditetapkan.

Uraian Tugas

a)

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi
berdasarkan rencana operasional Bagian Pengembangan Ekonomi

Kerakyatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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h)

)
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Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksaan tugas Sub
Bagian Kelembagaan Ekonomi;

Membimbing pelaksanan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian
Kelembagaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Kelembagaan
Ekonomi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

Menyiapkan bahan penyusunan program di Sub Bagian Kelembagaan
Ekonomi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan
petunjuk pelaksanaan di Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi sesuai
ketentauan yang berlakuy;

Menyusun data, informasi dan dokumentasi di Sub Bagian
Kelembagaan Ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian
Kelembagaan Ekonomi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

Membuat laporan hasil pelaksanaan kinerja di Sub Bagian Kelembagaan
Ekonomi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanpimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2.3. SubBagian Tata Usaha Biro

Tugas Pokok

Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pelayanan administrasi

kepegawaian dan umum, perencanaan, keuangan dan asset di lingkungan

Biro Perekonomian Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
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Uraian Tugas

a)

b)

@)

d)

9)

h)

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan
rencana operasional Bagian Pengembangan ekonomi Kerakyatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuvai dengan tugas dan
tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksaan tugas Sub
Bagian Tata Usaha Biro;

Membimbing pelaksanaan tugas bawaan di lingkup Sub Bagian Tata
Usaha Biro sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancara;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Tata Usaha Biro
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana,
pengembnagan sumberdaya aparatur dan perencanaan diklat di lingkup
Biro Perekonomian Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk
pengembangan organisasi ke depan;

Mengelola layanan administrasi kepegawiaan dan umum, perencanaan,
keuangan dan asset di lingkup Biro Perekonomian Daerah sesuai
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Mengelola urusan rumah tangga, informasi dan dokumentasi, protocol,
administrasi  perjalanan dinas, operasional kendaraan dinas,
inventarisasi dan penghapusan perlengkapan, fasilitas kantor dan
pemeliharaannya, keamanan, ketertiban serta kebersihan di lingkup
Biro Perekonomian Daeah sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

Menyusun perencanaan (Renstra/Renja), LKIP, LKPJ dan LPPD Biro
Perekonomian Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk

akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas;
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i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Tata
Usaha Biro dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

j)  Membuat laporan pelaksanaan tuas Sub Bagian Tata Usaha Biro sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatan; dan

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

3. Bagian Infrastruktur Dan Usaha-Usaha Daerah

e Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bagian Infrastruktur dan

Usaha-Usaha Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target

kinerja yang telah ditetapkan.

e Uraian Tugas

a)

e)

Menyusun rencana operasional di Bagian Infrastruktur dan Usaha-Usaha
Daerah berdasarkanprogram kerja Biro Perekonomian Daerah serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di Bagian Infrastrukutr dan Usaha-
Usaha Daerahsesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bagian
Infrastruktur dan Usaha-Usaha Daerah sesuai denganperaturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Infrastruktur dan
Usaha-Usaha Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Infrastruktur dan

Usaha-Usaha Daerah serta Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Usaha-
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Usaha Daeah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

f) Mengkoordinasikan penyusunanprogram dan petunjuk pelaksanaan di
bidang Pengembangan Infrastruktur Daerah, Kerjasama dan Fasilitasi Usaha-
Usaha Daerah serta Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Usaha-Usaha
Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksaan tugas;

g) Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang
Pengembangan Infrastruktur Daerah, Kerjasama dan Fasilitasi Usaha-Usaha
Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bagian Infrastruktur dan
Usaha-Usaha Daerah dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

i) Menyusun laporan pelaksaan tugas Bagian Infrastruktur dan Usaha-Usaha
Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

j)  Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

3.1. Sub Bagian Pengembangan Infrastruktur Daerah
e Tugas Pokok
Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di Sub Bagian
Pengembangan Infrastruktur Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
e Uraian Tugas

a) Menyusun rencana operasional di Sub Bagian Pengembangan

Infrastruktur Daerah berdasarkan rencana operasional Bagian
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9)
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Infrastruktur dan Usaha-Usaha Daerah serta sebagai pedoman dalam
pelaksaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksaan tugas Sub
Bagian Pengembangan Infrastruktur Daerah;

Membimbing pelaksanaan tugas bawaan di lingkup Sub Bagian
Pengembangan Infrastruktur Daerah sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancara;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Pengembangan
Infrastruktur Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

Menyiapkan bahan program di Sub Bagian Pengembangan Infrastrukutr
Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Menyiapakan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan
petunjuk pelaksaan di Sub Bagian Pengembangan Infrastrukutr Daerah
sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian
Pengembangan Infrastruktur Daerah dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

Membuat laporan pelaksaan tugas Sub Bagian Pengembangan
Infrastruktur Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.
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Sub Bagian Kerjasama Dan Fasilitasi Usaha-Usaha Daerah

Tugas Pokok

Menysusun dan melaksanakan kebijakan teknis di Sub Bagian Kerjasama

Dan Fasilitasi Usaha-Usaha Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Uraian Tugas

a)

b)

@)

d)

f)

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kerjasama dan Fasiltasi Usaha-
Usaha Daerah berdasarkan rencana operasional Bagian Infrastruktur
dan Usaha-Usaha Daerah sebagai pedoman dalam pelaksaan tugas;
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Sub Bagian Kerjasama dan Fasilitasi Usaha-Usaha Daerah;
Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian
Kerjsama dan Fasilitasi Usaha-Usaha Daerah sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancer;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingup Sub Bagian Kerjsama dan
Fasilitasi Usaha-Usaha Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

Menyiapkan bahan penyusunan program di Sub Bagian Kerjsama dan
Fasilitasi Usaha-Usaha Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan
petunjuk pelaksanaan di Sub Bagian Kerjasama dan Fasilitasi Usaha-
Usaha Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
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g) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di Sub Bagian Kerjasama
dan Fasilitasi Usaha-Usaha Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

h) Menyusun data, informasi dan dokumentasi di Sub Bagian Kerjasama
dan fasilitasi usaha-usaha daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian
Kerjasama dan fasilitasi usaha-usaha daerah dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di
masa mendatang;

j)  Membuat laporan hasil pelaksanaan kinerja di Sub Bagian Kerjsama dan
fasilitasi usaha-usaha daeah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

3.3. Sub Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Usaha-Usaha Daerah
e Tugas Pokok
Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di Sub Bagian Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan Usaha-Usaha Daerah sesuai ketentuan yang berlaku

untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

e Uraian Tugas
a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan Usaha-Usaha Daerah berdasarkan rencana operasional
Bagian Infrastrukutr dan Usaha-Usaha Daearh sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Sub Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Usaha-Usaha Daerah;

BIRO PEREKONOMIAN DAERAH




d)

9)

h)

)

k)

RENSTRA

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Usaha-Usaha Daerah sesuai
dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan Usaha-Usaha Daerah sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

Menyiapkan bahan penyusunan program di Sub Bagian Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan Usaha-Usaha Daerah sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan
petunjuk pelaksanaan di Sub Bagian Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan Usaha-Usaha Daerah sesuai ketetntuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di Sub Bagian Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan Usaha-Usaha Daerah sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Menyusun data, informasi dan dokumentasi di Sub Bagian Pemantauan,
Evaluasi danPelaporan Usaha-Usaha Daeah sesuai ketentuan yang
erlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian
Pemantauan, Evaluasi danPelapoaran Usaha-Usaha Daerah dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan Usaha-Usaha Daerah sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.
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4. Bagian Pengembangan Investasi

Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bagian Pengembangan

Investasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target yang telah

ditetapkan.

Uraian Tugas

a)

e)

h)

Menyusun rencana operasional di Bagian Pengembangan Investasi
berdasarkan program kerja Biro Perekonomian Daerah serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di Bagian Pengembangan Investasi
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bagian
Pengembangan Investasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Pengembanan
Investasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kiernja yang diharapkan;

Merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi kerjasama luar negeri bina
promosi dan bina investasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di
bidang fasilitasi kerjasa luar negeri, bina promosi dan bina investasi sesuai
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang fasilitas
kerjasama luar negeri, bina promosi dan bina investasi sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksaan tugas;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bagian Pengembangan

Investasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
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tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

i) Menyusun laporan pelaksaan tugas Bagian Pengembangan Investasi sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja; dan

j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

4.1. SubBagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri

e Tugas Pokok

Menyusun dan melaksanakn kebijakan teknis di Sub Bagian Fasilitasi

Kerjasaa Luar Negeri sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target

kinerja yang telah ditetapkan.

e Uraian Tugas

a)

b)

d)

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar
Negeri berdasarkan rencana operasional Bagian Pengembangan
Investasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian
Faslitasi Kerjasama Luar Negeri;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian
Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan tugas dan
tangunggjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
17embag;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Fasilitasi
Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;
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e)

9)

h)

)

Menyusun bahan perumusan kebijakan di Sub Bagian Fasilitasi

Kerjasama Luar Negeri sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis di Sub
Bagian Kerjasama Luar Negeri sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

Menyusun data, informasi dan dokumentasi di Sub Bagian Fasilitasi
Kerjasama Luar Negeri sesuai ketentuan yang berlaku untuk
mendukung kelancadran pelaksanaan;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian
Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama
Luar Negeri sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Sub Bagian Bina Promosi

Tugas Pokok

Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di Sub Bagian Bina

Promosi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja

yang telah ditetapkan.

Uraian Tugas
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a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Bina Promosi berdasarkan
rencana operasional Bagian Pengembangan Investasi sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian
Bina Promosi;

c¢) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Bina
Promosi sesuai dengan tugas dan tangunggjawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Bina Promosi
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;

e) Menyusun bahan perumusan kebijakan di Sub Bagian Bina Promosi
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

f) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis di Sub
Bagian Bina Promosi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

g) Menyusun data, informasi dan dokumentasi di Sub Bagian Bina
Promosi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung
kelancadran pelaksanaan;

h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian
Bina Promosi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatan;

i) Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Bina Promosi sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

j)  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

4.3. Sub Bagian Bina Investasi
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e Tugas Pokok

Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di Sub Bagian Bina

Investasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja

yang telah ditetapkan.

e Uraian Tugas

a)

e)

f)

9)

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Bina Investasi berdasarkan
rencana operasional Bagian Pengembangan Investasi sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian
Bina Investasi;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Bina
Investasi sesuai dengan tugas dan tangunggjawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Bina Investasi
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;

Menyusun bahan perumusan kebijakan di Sub Bagian Bina Investasi
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis di Sub
Bagian Bina Investasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

Menyusun data, informasi dan dokumentasi di Sub Bagian Bina
Investasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung
kelancadran pelaksanaan;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian
Bina Investasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
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i) Melaporkan pelaksanaan kinerja di Sub Bagian Bina Investasi sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana dan rencana kegiatan mendatang;

j)  Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Bina Investasi
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kapasitas pelayanan yang dimiliki oleh Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku

adalah sebagaimana diuraikan di bawabh ini.

2.2.1. Keadaan Pegawai

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja
organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki
mempengaruhi kapasitas pelayanan organisasi. Kompoisisi jabatan dalam struktur
organisasi Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku adalah sebagai berikut : 1 orang Eselon
Il; 3 orang Eselon Ill dan g orang Eselon IV.

Komposisi Pegawai di lingkungan Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku dapat
dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a) Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Tabel 1. Repalitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

JENIS KELAMIN
BIDANG /UNIT
PRIA | WANITA | JUMLAH
Kepala Biro - 1 1
Kepala Bagian Pengembangan Ekonomi Kerakyatan - 1 1
Subbag Pengembangan Produk Unggulan Daerah 1 1 2
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Subbag Kelembagaan Ekonomi - 2 2

Subbag Tata Usaha Biro - 2 2

Kepala Bagian Infrastruktur dan Usaha-Usaha ) 1 1

Daerah

Subbag Pengembangan Infrastruktur 2 - 1

Subbag Kerjasama dan Fasilitasi Usaha-Usaha N ) .

Daerah

Subbag Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan . . N

Usaha-Usaha Daerah

Plt. Kepala Bagian Pengembangan Investasi - 1 1

Subbag Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri - 2 2

Subbag Bina Promosi - 2 2

Subbag Bina Investasi - 2 2

Y |

Jumlah Total 6 16 22

Tabel 2. Rekapitulasi ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2019

| GOLONGAN
JMLH
1]
NO  UNITKERJA ASN\
‘A B C‘D A‘
1 | KepalaBiro T NS (S I O L e e T [t i Py
2 | Bagian
Pengembangan
Ekonomi 7 |-l -l 2 -3 -]-|-|-]|-]-]-
Kerakyatan
3 | Bagian
Infrastruktur &
Usaha-Usaha 7 |2|2|-|-|-|-]-|2|2|-|2f{2a|-|-|-]-]-
Daerah
4 | Bagian
Pengembangan 7 lalal-|-|-|-l22|-|a|-|-|-]|-|-]-]-
Investasi
Total 22
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Tabel 3. Peta Jabatan Biro Perekonomian Daearh Setda Maluku Tahun 2019

KEADAAN TAHUN 2019
NO. NAMA JABATAN ESELON KE SUDAH KE
BUTUHAN | TERISI | KURANGAN
1. | Kepala Biro -B 1 1 -
2. | Kepala Bagian Infrastruktur &
Usaha Daerah =A * * ]
3. | Kepala Baglan Pengembangan M= A . . )
Investasi
4. | Kepala Bagian Pengembagnan
. -A 1 1 -
Ekonomi Kerakyatan
5. | Kasubag Pengembangan
Produk-Produk Unggulan V-A 1 1 -
Daerah
6. Kasubag. Kelembagaan VA . . )
Ekonomi
7. | Kasubag Kerjasama dan B )
Fasilitasi Usaha-Usaha Daerah V=A * *
8. | Kasubag Pemantauan, Evaluasi
& Pelaporan Usaha-Usaha V-A 1 1 -
Daerah
9. | Kasubag Pengembangan VA . . )
Infrastrukutru Daerah
10. | Kasubag Fa.5|I|taS| Kerjasama VA 1 1 )
Luar Negeri
11. | Kasubag Bina Promosi IV-A 1 1 -
12. | Kasubag Bina Investasi IV-A 1 1 -
13. | Kasubag Tata Usaha Biro V-A 1 1 -
14. | Pengadministrasi Umum JFU 7 4 3
15. | Pengolah Data Kepegawaian JFU 1 1 -
16. | Bendahara JFU 1 1 -
17. | Penyusun Program JFU 1 1 -
18. | Penata Laporan Keuangan JFU 1 1 -
19. | Operator Komputer JFU 2 2 -
20. | Penganalis JFU 8 - 8
21. | Caraka JFU 1 - 1
22. | Sekretaris Pimpinan JFU 1 - 1
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23. | Pranata Komputer JFU 1 - 1

Total 37 22 15

b) Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

TAHUN 2019
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH %
(ORANG)

1 Sarjana Srata3(S3) - -
2 Sarjana Srata2(52) 10 45
3 Sarjana Srata1(S1) 10 45

4 Sarjana Muda / Diploma - -
5 SLTA Sederajat 2 10

6 SLTP Sederajat - -
Total 22 100

¢) Keadaan sarana dan prasarana
Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Biro Perekonomian Daerah
Setda Maluku Tahun 2019, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat
berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan
data aset tetap pada tahun 2018 adalah senilai Rp. 172.395.717,- Dengan

garis besar rincian:

Tabel 5. Data Aset Tetap Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku

Uraian 2017 2018
ASET TETAP 172.737.107 172.395.717
Tanah
Peralatan dan Mesin 427.497.275 379.337.375

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
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Asset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (254.760.168) (206.941.658)

Tabel 6. Daftar Aset / Barang Inventaris Kantor (Peralatan & Perlengkapan)

No. Nama Barang Jumlah Keterangan
1. | Sepeda Motor 3
2. | Fillng Kabinet 2
3 Kursi Putar 2
4. | Komputer 2
5. | Laptop 4
6 Printer 3
Meja Kerja 2
8. | Kamera Elektrik 3
9. | Facsimile 1

2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan kegiatan di bidang ekonomi berbasis kerakyatan/koperasi dan usaha
mikro kecil dan infrastruktur invenstasi serta promosi investasi merupakan suatu lembaga
dalam wupaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, baik daerah maupun nasional.
Perkembangan kegiatan koperasi, UMKM, BUMD dan promosi investasi saling terkait dan
mempengaruhi di antaranya potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun
iklim usaha yang kondusif yang berdampak pada ekonomi dan investasi. Permasalahan yang
berkembang di bidang perekonomian dari waktu ke waktu seiring dengan besarnya
tantangan yang dihadapi akibat keadaan global, diperlukan tanggapan yang cepat dan

akurat terhadap permasalahan dan solusi yang diperlukan.

Hasil analisis dengan cara membandingkan dokumen Renstra periode sebelumnya

secara kualitatif dan kuantitatif, diperoleh kesimpulan bahwa penyusunan program-
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program yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama di Biro Perekonomian Daerah Setda

Maluku sudah tepat walaupun hasilnya masih belum optimal.

Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan
tugas dan fungsi pada Renstra Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku tahun 2014 — 2019,
diuraikan sesuai Tabel 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Daerah Setda

Maluku 2014 — 2019 di bawah ini.
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Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku

Indikator Kinerja sefeuai Target | Target Ta‘rget Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No. Tugas dan Fungsi NSPK IKK Indikator
Perangkat Daerah Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Tersedianya
Rekomendasi Tentang

1 |[Kebijakan Ekonomidan 1Keg - - - - 1 Keg - - - - 100% - - - -
Investasi Provinsi
Maluku
Terlaksananya
. . 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x
Koordinasi
Pemantauan Rakorda | Rakorda | Rakorda | Rakorda | Rakorda | Rakorda | Rakorda | Rakorda | Rakorda | Rakorda
2 Pen endaliarl1 & 12 x & 14 x & 16 x & 18 x & 20 x & 12 x & 12 x & 12 x & 12 x & 12 x 100% 100% 100% 100% 100%
& i Rakor Rakor Rakor Rakor Rakor Rakor Rakor Rakor Rakor Rakor
Perekonomian Daerah
. L TPID TPID TPID TPID TPID TPID TPID TPID TPID TPID
di Provinsi dan Kab/Kota
Pendampingan oleh 20 KKMB |20 KKMB |20 KKMB |20 KKMB |20 KKMB |20 KKMB |20 KKMB |20 KKMB |20 KKMB |20 KKMB
3 |KKMB Kepada 792 /1200 /1300 /1400 /1500 /1600 /1200 /1300 /1400 /1500 /1600 100% 100% 100% 100% 100%
UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM

Jumlah BUMD yang
4 |dibina dandievaluasi di 4 BUMD - - - - 4 BUMD - - - - 100% - - - -
Provinsi Maluku

Koordin
i&
Jumlah Kerjasama as!
. Pemben
Pemerintah Daerah
5 - tukan 4 Dok 3 Dok 1 Dok - - 4 Dok 3 Dok 1 Dok - 100% 100% 100% 100%
dengan Swasta, BUMD -
dan BUMN .
Provinsi
Maluku
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Indikator Kinerja seeuai Target

Target | Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No. Tugas dan Fungsi NSPK IKK Indikator
Perangkat Daerah Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah BUMD yang
6 |direkstrukturisasi di - 5BUMD | 4 BUMD - - - 4 BUMD | 2 BUMD - - - 80 50 - -
Provinsi Maluku

Jumlah Aset D h
; [lumlahAsetDaera 1 Dok R R _ . 1 Dok - - - - 100% - - - -

yangtelah di Evaluasi
Kegiatan Koordinasi

3 Pameran Investasi/ Provlain Provlain
Produk Unggulan & LN & LN
Daerah
Kegiatan Fasilitasi dan .

. - Provlain

9 |Koordinasi Kejasama 25% - & LN
Dalam dan Luar Negeri
Kegiatan Pembentukan
Tim Koordinasi

. Kab/Kot Kab/

10 |Pengembangan Promosi -

a kota

dan Pemasaran Produk
Khas Daerah

Kegiatan Koordinasi
11 |Pameran Investasi
Dalam dan Luar Negeri
Kegiatan Penyusunan Kab/Kot
Profil Potensi Investasi a

Provlain |[Provlain |Provlain
& LN & LN & LN
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Indikator Kinerja seeuai Target | Target Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No. Tugas dan Fungsi NSPK IKK Indikator
Perangkat Daerah Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
13 Kegiatan Monitoring Lol,
MoU dan PKS )
14 |Kegiatan BMP - EAGA Provlain
egiatan - & LN
Kegiatan fasilitasi
Peraturan Presiden P lai
15 |Nomor 39 Tahun 2014 kab/ | Kab/ g’l‘(’ 1'/"
tentang penanaman Kota Kota K Z:
Modal Bidang Usaha ota
Tertutup dan Terbuka
Evaluasi Tim Koordinasi Prov lain
16 |Pengembangan Promosi - & Kab/
dan Produk Khas Daerah Kota
Koordinasi dan
Pembinaan Coorporate .
. - Prov lain
17 Social Responsibility & Kab/
(CSR)dan Program ) a
. . Kota
Kemitraan Bina
Lingkungan
T di j t
1g | ereedianyajasasura 1Paket | 1Paket | 1Paket | 1Paket | 1Paket | 1Paket | 1Paket | 1Paket | 1 Paket | 1 Paket
menyurat
Tersedianya Jasa
19 Tenaga Kebresihan 2 2 2 2 2 1 20 20 20 20
Kantor dan Bahan org org org org org org rg rg rg rg
Pembersih
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Indikator Kinerja seeuai Target

Target | Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No. Tugas dan Fungsi NSPK IKK Indikator
Perangkat Daerah Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Kegiatan Monitoring Lol,

MoU dan PKS
14 [Kegiatan BMP - EAGA Provlain
egiatan - & LN
Kegiatan fasilitasi
Peraturan Presiden P lai
Nomor 39 Tahun 2014 kab/ | kabs ["rOV'@n
15 & Kab/
tentang penanaman Kota Kota Kot
Modal Bidang Usaha ota
Tertutup dan Terbuka
Evaluasi Tim Koordinasi Prov lain
16 |Pengembangan Promosi - & Kab/
dan Produk Khas Daerah Kota
Koordinasi dan
Pembinaan Coorporate X
Prov lain

17 Social Responsibility & Kab/
(CSR)dan Program a

. . Kota
Kemitraan Bina

Lingkungan

Tersedianya jasa surat
menyurat

18 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket

Tersedianya Jasa

Tenaga Kebresihan
19 2 org 2org 2org 2 org 2org 1org 20rg 2 0rg 20rg 20rg
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Indikator Kinerja seeuai Target

Target | Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No. Tugas dan Fungsi NSPK IKK Indikator
Perangkat Daerah Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Tersedianya Alat Tuli
20 Kerste tanya Alat Tulls 40Brg | 50Brg | 55Brg | 60Brg | 65Brg | 40Brg | s0Brg | 55Brg | 60Brg | 658Brg
antor

Tersedianya Barang

21 |Cetakandan 12 Bin 12 BIn 12 BIn 12 BIn 12 BIn 12 BIn 12 BIn 12 BIn 12 BIn 12 Bln
Penggandan
Terlaksananya Rapat -

22 |Rapat Konsultasi Dalam - - - - 12 Bln - - - - 12 Bln 100%| 100% 100% 100% 100%
Daerah

Terlaksananya Rapat -
Rapat Koordinasidan

23 A 7 Kali 9 Kali 6 Kali 10 Kali 11 Kali 7 Kali 9 Kali 6 Kali 10 Kali 11 Kali 100%| 100% 100% 100% 100%
Konsultasi ke Luar
Daerah
Tersedianya Makan dan

24 12 Bin 12 BIn 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 BIn 12 Bln 12 Bln 12 Bin 12 Bln 100%| 100% 100% 100% 100%

Minum Rapat Tamu
Tersedianya Suku
25 |cadang, BBMdan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100%| 100% 100% 100% 100%
Perawatan Kendaraan
Jumlah Peralatan

26 |kantoryangdilakukan - 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket - 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket
Pemeliharaan

100% 100% 100% 100%
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Indikator Kinerja se.euai Target | Target Ta.rget Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No. Tugas dan Fungsi NSPK IKK Indikator
Perangkat Daerah Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

27 |Tersedianya Barang - - 1Paket | 1Paket | 1Paket - - 1Paket | 1Paket | 1Paket
Kebutuhan Kantor
Terlaksananya

2g |Kelancaran - - - - 3org - - - - 3org |- - - - 100%

Pelaksanaan Tugas

Kantor

Keikutsertaan ASN pada
Kegiatan Bimbingan,

29 |Teknis, Sosialisasi, 11 org 14 org 6 org 4 org 4 org 11 org 14 org 6 org 4 org 4 org 100%| 100% 100% 100% 100%
Lokakarya, dan

Workshop

100% 100% 100%
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Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun e T TR Rata-rata
. Rp. (000) Rp. (000) Pertumbuhan
Uraian
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 | Anggaran | Realisasi
(1) 2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) () (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kegiatan Pemantauandan
Pengendalian

325,000 - - - - 296,723 - - - - 91.3 - - - -
Perkembangan
Perekonomian di Daerah
Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Usaha Kecil| 360,800 275,000 - - - 296,444 265,970 - - - 82.16 96.72 - - -

Menengah

Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Ekonomi 316,750 - 195,100/ 101,000 50,721 263,071 - 191,183 99,291 49,566 83.05 - 97.99 98.31 97.72
dan Investasi

Kegiatan Pengembangan
Usaha Kecil Menengah dan - 413,000 397,782| 303,076 134,949 - 342,558 321,175 294,858 134,595 - 82.94 80.74 97.29 99.74
Koperasi

Kegiatan Pemantauandan
Pengendalian, Percepatan,
Pertumbuhan - 190,000 196,500 - - - 172,455| 184,586 - - - 90.77 93.94 - -
Perekonomian di Daerah
(FPED)

Kegiatan Pemantaun dan
Pengendalian Inflasi - 300,000 365,500| 156,600 199,800 - 267,010| 348,479| 152,726( 193,392 - 89 95.34 97.53 96.79
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Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun e T e AT AR Rata-rata
) Rp. (000) Rp. (000) Pertumbuhan
Uraian
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran | Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kegiatan Tim Pengendalian
Pelaksanaandan 117,300 - - - - 104,229 - - - - 88.86 - - - -
Pembinaan BUMD

Kegiatan Koordinasi dan
Pembinaan Coorporate
Social Responsibility (CSR) - 168,900 150,000| 100,000 44,150 - 155,854 136,320 96,075 43,961 - 92.28 90.88 96.07 99.57
dan Program Kemitraan
Bina Lingkungan

Kegiatan Pembinaan dan

X X - 155,000 207,700| 102,000 121,000 - 139,408| 186,069 96,554| 116,827 - 89.94 89.59 94.66 96.55
Rektsrukturisasi BUMD

Eval i Kerj
valuasi Kerjasama 95,875 ) ) ) ) 78,285 ) ) B ) 81.65 R B ; R
Pengelolaan Aset Pemda

Kegiatan Koordinasi
Pameran Investasi/Produk| 245,500 - - - - 203,301 - - - - 82.81 - - - -
Unggulan Daerah

Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Kejasama 113,200 - - - - 96,932 - - - - 85.63 - - - -
Dalam dan Luar Negeri
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Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun e e e AT AR Rata-rata
) Rp. (000) Rp. (000) Pertumbuhan
Uraian
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran | Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kegiatan Penyusunan Profil
105,000 - - - - 99,441 - - - - 94.71 - - - -

Potensi Investasi

Kegiatan Koordinasi
Pameran Investasi Dalam - 295,500 | 402,300 54,507 - 267,006 | 379,393 - 53,722 - 90.36 94.31 - -
dan Luar Negeri

Kegiatan Workshop
Pengembangan Iklim - 244,400 | 196,000 - - 219,386 | 176,135 - - - 89.77 89.86 - -
Investasi

Kegiatan Pameran

i X - - - 100,000 - - - - 98,356 - - - - 98.36 -
Investasi Dalam Negeri

Kegiatan Peningkatan
Kerjasama Dalam Bidang - - - 184,000 - - - - - - - - - - -
Investasi

Kegiatan Monitoring Lol,

- - - - 44,150 - - - - 43,911 - - - - 99.46
MoU dan PKS

Kegiatan Peningkatan
Kerjasama Dalam dan Luar - - - - 47,386 - - - - 47,226 - - - - 99.66
Negeri

Kegiatan PenyediaanJasa

7,000 8,000 10,000 10,000 10,000 7,000 7,800 10,000 10,000 10,000 100 97.5 100 100 100
Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa

. 17,541 20,000 20,000 20,000 36,225 17,041 20,000 20,000 20,000 36,225 97.15 100 100 100 100
Kebersihan Kantor
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Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun e T R AT AR Rata-rata
) Rp. (000) Rp. (000) Pertumbuhan
Uraian
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran | Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kegiatan Penyediaan Alat

X 15,000 17,000 15,000 12,994 10,398 15,000 17,000 15,000 12,994 10,398 100 100 100 100 100
Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakandan 18,000 19,000 18,000 18,000 15,000 17,750 19,000 18,000 18,000 15,000 98.61 100 100 100 100

Penggandaan

Kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 65,000/ 150,000/ 180,000| 180,000| 155,400 63,161| 130,389| 156,560| 176,426| 152,117 97.17 86.93 86.98 98.01 97.89
ke Luar Daerah

Kegiatan Penyedian
Makanan dan Minuman 20,000 6,000 10,000 20,000 20,000 19,500 6,000 10,000 20,000 20,000 97.5 100 100 100 100
Rapat

Kegiatan Pemeliharaan
Rutin /Berkala Kendaraan 20,000 21,000 27,000 27,000 30,000 18,405 20,995 23,142 23,800 25,473| 92.03 99.98 85.71 88.15 84.91
Dinas /Operasional

Kegiatan Pemeliharaan
Rutin /Berkala Gedung 20,000 22,000| 190,000 45,400 20,000 18,405 20,000 19,000| 454,000 19,231 92.03 90.91 10 1000 96.15
Kantor

Kegiatan Bimtek

,Sosialisasi, Lokakaryadan | 151,100( 160,000 100,000 65,000 43,600 110,347| 148,774 93,752 62,026 43,120 73.03 92.98 93.75 95.42 98.9
Workshop

Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung 38,880 20,000 10,000 5,000 - 38,880 20,000 10,000 5,000 - 100 100 100 100
Kantor
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Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun e e R AT AL Rata-rata
) Rp. (000) Rp. (000) Pertumbuhan
Uraian
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran | Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kegiatan Pengadaan
100,000 50,000 30,000 35,000 - 994,500 50,000 26,600 35,000 - 994.5 100 88.67 100

Peralatan GedungKantor
Kegiatan Pendukungdan
Teknis administrasi - - - - 79,200 - - - - 79,200 - - - - 100
Perkantoran
Kagiatan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi - - - - 56,200 - - - - 53,591 - - - - 95.36
ke Dalam Daerah
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki
hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan
tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan
wewenang, keuangan dan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber

daya lainnya menimbulkan administrasi kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diharapkan
mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan. Pemerintah Provinsi Maluku adalah pemerintahan di daerah yang
bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Prinsip-prinsip tersebut
diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menermpatkan rakyat sebagai salah satu ujung

tombak pembangunan.

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku
dalam melaksanakan visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran selama masa 5 (lima)

tahun ke depan dapat digambarkan sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

1)  Terbatasnya tenaga pendamping KKMB;

2) Belum optimalnya kinerja KKMB sebagai penghubung dunia usaha dan
perbankan;

3) Belum maksimalnya dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan
tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka pengendalian
inflasi daerah;

4) Belum maksimalnya kinerja stakeholder dalam meningkatkan
pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam
menghadapi persaingan usaha;

5) Dibutuhkan regulasi ditingkat daerah tentang penyertaan modal dari
APBD;

6) Kinerja BUMD belum maksimal;
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7)  Dibutuhkan penyesuaian manajemen BUMD terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

8) Ketidakpastian hukum terhadap peruntukan ketersediaan lahan bagi
kegiatan investasi;

9) Kurangnya infrastruktur yang memadai dalam menunjang investasi;

Tantangan-tantangan ini  dapat menjadi penghambat dinamika
pengembangan pelayanan organisasi jika tidak dikelola dengan baik.
Konsekuensinya adalah mereduksi berbagai tantangan yang dihadapi dengan

seluruh potensi organisasi.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dihadapi oleh Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku dalam

melaksanakan visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran selama masa 5

(lima) tahun kedepan dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Pertumbuhan UMKM vyang berkembang pesat sehingga dibutuhkan
penguatan dari sisi pendanaan, kelembagaan dan strategi perencanaan;

2)  Akses UMKM terhadap perbankan semakin meningkat sehingga perlu
dilakukan langkah-langkah secara komprehensif dan terarah terhadap
penyertaan modal perbankan;

3) Dalam rangka pengendalian inflasi dibutuhkan koordinasi, perencanaan
dan impelementasi secara terpadu;

4)  Peningkatan layanan perbankan membutuhkan tenaga Konsultan
Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang professional untuk mendukung
berkembangnya UMKM;

5) Stabilisasi ketersediaan barang dan jasa di daerah dibutuhkan
peningkatan intensitas tugas dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID);

6) Peningkatan peran BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;

7) Mendorong peningkatan kerjasama investasi di daerah;

8) Perencanaan arah dan kebijakan secara tepat dan komprehensif yang

bermuara pada peningkatan pembangunan ekonomi daerah.
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PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kegiatan Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku selaku fungsi koordinasi
bagi seluruh bagian perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,
telah melaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh bagian.
Adapun perkembangan perekonomian di Provinsi Maluku 2014 — 2018, sebagaimana tersaji

di bawah ini:

Secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku dalam kurun waktu
2015 — 2018 adalah sebagai berikut : 2015 tumbuh 5,5 persen, 2016 naik 5,7 persen, tahun
2017 bergeser ke angka 5,81 persen, dan di tahun 2018 sebesar 5,94 persen. Pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Maluku masih lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi

nasional yang tercatat sebesar 5,07 persen.

Pada triwulan | tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku mengalami
sedikit perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan | 2019 sebesar
6,32 persen, lebih rendah dibandingkan triwulan IV tahun 2018 yang tumbuh sebesar 6,41

persen.

Sumber pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan | 2019, dari sisi penawaran,
utamanya berasal dari 3 lapangan usaha (LU), yaitu LU pengadaan listrik dan gas yang
tumbuh 8,44 persen, LU konstruksi yang tumbuh 7,99 persen, dan LU perdagangan yang
tumbuh 7.98 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Maluku didorong oleh
komponen Konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh
8,82 persen, komponen konsumsi Rumah Tangga (RT) yang tumbuh 7,37 persen dan

komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) yang tumbuh 5,46 persen.

Tingkat inflasi di Provinsi Maluku selama 5 tahun terakhir cenderung menurun. Pada
tahun 2014 sebesar 7,19 persen, 2015 inflasi sebesar 6,15 persen, tahun 2016 sebesar 3,26

persen, 2017 tingkat inflasi sebesar 0,78 persen dan tahun 2018 sebesar 3,35 persen.
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Meningkatnya inflasi tahun 2018 yang lebih tinggi dari tahun 2017 disebabkan oleh
inflasi kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 4,72 persen (mtm) atau
10,19 persen (yoy). Inflasi pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan
utamanya disebabkan oleh komoditas angkutan udara akibat sudah tidak beroperasinya
beberapa rute penerbangan, dan berkurangnya frekuensi penerbangan dari beberapa
maskapai, yang menyebabkan harga tiket angkutan udara meningkat tajam. Selain ity,
kenaikan harga tiket angkutan udara juga disebabkan oleh tingginya permintaan menjelang
musim liburan Natal dan Tahun Baru. Selain naiknya harga tiket angkutan udara,
peningkatan inflasi juga terjadi pada kelompok sandang sebesar 0,16 persen (mtm) atau 6,16
persen (yoy), utamanya sandang wanita dan sandang anak. Kenaikan ini seiring dengan

tingginya permintaan pakaian baru untuk perayaan Hari Natal.

Namun, inflasi di Maluku masih tertahan oleh kelompok bahan makanan yang
mengalami inflasi sebesar 1,43 persen (mtm) atau deflasi 3,55 persen (yoy). Deflasi pada
kelompok bahan makanan utamanya disebabkan oleh komoditas ikan segar dan beberapa
jenis sayuran lainnnya seiring dengan tercukupiya pasokan, terutama sayuran yang

diproduksi seperti ketimun, dll.

Angka pengangguran di Provinsi Maluku pada Agustus 2018 menurun. Jumlah
pengangguran yang tercermin dari angkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi
Maluku pada Agustus 2018 mencapai 54.891 orang atau sebesar 7,27 persen terhadap total
Angkatan kerja sebanyak 755.034 orang, lebih rendah dibandingkan bulan Agustus 2017
yang tercatat sebesar 65.735 orang atau 9,29 persen terhadap total Angkatan kerja sebanyak
707.796 orang. Pertumbuhan angka pengangguran di Maluku menurun sebesar 16,50 persen
(yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan angka pengangguran pada bulan yang sama
tahun sebelumnya yang sebesar 25,54 persen (yoy).

Dari sisi pendapatan masyarakat, Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan triwulan IV 2018
mengalami peningkatan. Nilai Tukar Petani Gabungan Provinsi Maluku pada Triwulan IV
2018 tercatat sebesar 101,74 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan Il 2018 yang tercatat
sebesar 100,06. Angka NTP pada triwulan IV 2018 juga lebih tinggi dibandingkan dengan
triwulan IV 2017. Peningkatan terjadi pada indeks terima, dari 133,13 pada triwulan Ill 2018

menjadi 136,10 pada triwulan IV 2018. Di sisi lain, indeks bayar juga mengalami peningkatan
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namun tidak sebesar indeks terima, tercatat sebesar 133,06 pada triwulan lll 2018 menjadi
133,75 pada triwulan IV 2018. Meningkatnya NTP Gabungan pada triwulan IV 2018 didorong
oleh NTP Tabama dan NTP Peternakan.

Perkembangan kesejahteraan penduduk di Provinsi Maluku tercatat mengalami
peningkatan. Peningkatan kesejahteraan tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah
penduduk miskin yang terdapat di Provinsi Maluku. Penduduk miskin di Maluku pada bulan
September 2018 sebanyak 317.840 jiwa lebih rendah dibandingkan bulan September 2017
yang sebanyak 320.420 jiwa. Penurunan penduduk miskin terbesar terjadi di kota, yaitu dari
47.830 orang pada September 2017 menjadi 46.920 orang pada September 2018. Selain itu
jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan juga mengalami penurunan seiring dengan
meningkatnya pendapatan penduduk desa yang tercermin dari meningkatnya angka NTP.
(sumber data : Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Februari 2019 oleh Bl).

Gambaran perekonomian di Provinsi Maluku tahun 2014 — 2018 diatas menjadi modal
dan petunjuk bagi Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku dalam menyusun Rencana

Strategis Biro untuk lima tahun mendatang.

3.1. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro

Perekonomian Daerah Setda Maluku

Terkait pelayanan sesuai tugas dan fungsi pelayanan Biro Perekonomian Daerah
Setda Maluku, beberapa permasalahan yang secara umum dihadapi dalam mewujudkan
bahan rumusan kebijakan untuk ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Dinamika
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tinggi memerlukan respon cepat dalam
mengambil kebijakan. Dalam rangka mendesain/merumuskan kebijakan sesuai dengan
kebutuhan lembaga dan mudah untuk diimplementasikan, maka harus dilakukan analisis
kebijakan (policy analysis) yang ideal. Untuk memberikan hasil analisis yang tepat, maka
lembaga-lembaga pemerintah harus memiliki SDM sebagai analisis kebijakan (policy
analyst) yang professional dan bermoral tinggi. Sehingga mereka mampu menyediakan
berbagai alternative kebijakan sebelum menetapkan kebijakan yang akan
diimplementasikan. Bahan rumusan kebijakan yang dihasilkan harus berkualitas dan

memenuhi aspek timely manner (tersedia saat dibutuhkan).
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Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Biro Perekonomian Daerah Setda

Maluku terkait tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah meliputi:

1. Kompetensi SDM yang tersedia belum sesuai kebutuhan;
2. Jumlah SDM yang tersedia belum tercukupi;
3. Diperlukan diklat untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam hal merumuskan
kebijakan perekonomian;
4. Terbatasnya fasilitas pendukung pemanfaatan teknologi informasi;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Biro
Perekonomian Daerah;
6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, kajian, pemantauan dan evaluasi;
7. BUMD belum memberikan manfaat yang optimal kepada daerah;
8. Masih kurangnya minat investasi baik dari dalam maupun luar negeri.
9. Belum tersedianya data dan informasi yang kekinian tentang potensi unggulan
daerah;
10. Kurangnya akses UMKM ke perbankan.
Tabel 9. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
|
1 Kompetensi SDM yang tersedia | Pelaksanaan tugas tidak | Penempatan  aparatur
belum sesuai kebutuhan maksimal tidak sesuai kompetensi
Jumlah SDM yang tersedia belum | Rasio tugas dan beban | Penempatan  aparatur
2 tercukupi volume kerja tidak | belum sesuai jumlah
berimbang kebutuhan
Diperlukan diklat untuk | Terbatasnya jumlah | Minimnya alokasi
3 meningkatkan kapasitas SDM | aparatur yang mengikuti | anggaran yang tersedia
dalam hal merumuskan kebijakan | Diklat Peningkatan SDM
perekonomian
4 Terbatasnya fasilitas pendukung | Terbatasnya akses | Hardware dan software
pemanfaatan teknologi informasi | informasi tidak mendukung
Terbatasnya sarana dan | Kelancaran  pelaksanaan | Ketersediaan sarana dan
5 prasarana dalam mendukung | tugas belum maksimal prasarana yang masih
tugas dan fungsi Biro minim
Perekonomian Daerah
Belum optimalnya pelaksanaan | Belum optimalnya analisis | Minimnya alokasi
6 koordinasi, kajian, pemantauan | perencanaan ekonomi | anggaran yang tersedia
dan evaluasi daerah berbasis informasi
dan data
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BUMD belum memberikan | Belum optimalnya | SDM yang tersedia blm
7 manfaat yang optimal kepada | pengelolaan/ management | sesuai
Daerah BUMD kompetensi/professional
Masih kurangnya minat investasi | Investasi di Provinsi | Minimnya sarana
8. baik dari dalam negeri maupun | Maluku masih minim prasana pendukung
luar negeri investasi
Belum tersedianya data dan | Kurangnya kajian dan | Kurangnya anggaran
9 informasi yang kekinian tentang | publikasi tentang potensi | pendukung kegiatan
' potensi unggulan daerah unggulan daerah kajian dan publikasi
potensi unggulan daerah
Kurangnya akses UMKM ke | Kurangnya tenaga | Minimnya tenaga
10. | perbankan penghubung UMKM ke | penghubung dan
perbankan anggaran
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
Berdasarkan pada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019 — 2024
yaitu :

“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam

Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”,

Untuk menuju pencapaian Visi diatas, Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku

periode 2019 — 2024, ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Jujur, Bersih Dan Melayani;
Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, baik berupa
aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik,

akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

2. Meningkatkan Kuvalitas Pendidikan Dan Kesehatan, Murah Dan Terjangkau;
Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid,
ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan
pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Malukuy,
demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini, maka ketersediaan dokter dan
tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan

terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola
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penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap

meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan;

Misi inimenggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang
dapat dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat,
diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing
produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah serta
memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi

bencana

Peningkatan Infrastruktur Dan Konektivitas Gugus Pulau;
Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau,
dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan

infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku

Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya Dan Pariwisata;

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara
berkelanjutan dengan senatiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung
antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat, disertai
memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan
senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang
positif terhadap masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah dengan
memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah kebudayaan yang beraneka

ragam.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Professional, Kreatif, Mandiri Dan
Berprestasi.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta

mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan
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prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap

memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk
kelompok rentan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun

ditinggalkan ( no one left behind).

Dengan mengacu pada Misi tersebut, maka Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku

sesuai tugas pokok dan fungsinya tahun 2019 — 2024 menetapkan dan menjalankan:

1. Misi ke — 1 yaitu “Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Jujur, Bersih, Dan
Melayani”;

2. Misi ke —3 yaitu "Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan”,

3. Misi ke — 5 yaitu “Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya Dan

Pariwisata”.
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Tabel 10. Telaah Visi, Misi dan Program KDH / WKDH

RENSTRA

No.

Visi [ Misi / Program Kerja
KDH | WKDH

Mewujudkan Birokrasi Yang
Dinamis, Jujur, Bersih, Dan
Melayani

Meningkatkan suasana
kondusif untuk investasi
budaya dan Pariwisata

Pengelolaan Sumber Daya
Alam Yang Berkelanjutan

Peningkatan Infrastruktur
Dan Konektivitas Gugus
Pulau

Meningkatkan Suasana
Kondusif Untuk Investasi,
Budaya Dan Pariwisata

Mewujudkan Sumber Daya
Manusia Yang Professional,
Kreatif, Mandiri Dan
Berprestasi

Tupoksi Biro Perekonomian Daerah

-  Tugas:

Membantu Asisten Perekonomian dan
Pembangunan dalma
pengoordinasian penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian
administrasi terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah
serta pelayanan di bidang
perekonomian Daerah.

- Fungsi:

1. Penyusunan program bidang
perekonomian sesuai dengan
Rencana Strategis Daerah /
RPJMD;

2. Penyiapan bahan koordinasi
dalam rangka penyusunan
kebijakan Daerah di bidang
perekonomian daerah;

3. Penyiapan bahan koordinasi
dalam rangka pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang
perekonomian daerah;

4. Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perekonomian daerah;

Permasalahan

Kompetensi SDM yang tersedia
belum sesuai kebutuhan;

Jumlah SDM vyang tersedia
belum tercukupi;
Diperlukan diklat untuk

meningkatkan kapasitas SDM
dalam hal merumuskan
kebijakan perekonomian;

Terbatasnya fasilitas pendukung

pemanfaatan teknologi
informasi;

Terbatasnya sarana dan
prasarana dalam mendukung
tugas  dan  fungsi Biro

Perekonomian Daerah;

Belum optimalnya pelaksanaan
koordinasi, kajian, pemantauvan
dan evaluasi;

BUMD  belum  memberikan
manfaat yang optimal kepada
Daerah

Faktor Penghambat dan Pendorong

Faktor Penghambat :

Terbatasnya tenaga pendamping KKMB;
Belum optimalnya kinerja KKMB sebagai
penghubung dunia usaha dan perbankan;
Belum maksimalnya dukungan Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan tugas Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam
rangka pengendalian inflasi daerah;

Belum maksimalnya kinerja stakeholder
dalam  meningkatkan  pengembangan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
dalam menghadapi persaingan usaha;
Dibutuhkan regulasi ditingkat daerah
tentang penyertaan modal dari APBD;

Kinerja BUMD belum maksimal;
Dibutuhkan  penyesuaian  manajemen
BUMD terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Ketidakpastian hukum terhadap
peruntukan ketersediaan lahan bagi
kegiatan investasi;

Kurangnya infrastruktur yang memadai
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5. Pelayanan administrative dan - Faktor Pendorong :
pembinaan aparatur sipil negara
pada instansi daerah di bidang a. Pertumbuhan UMKM yang berkembang
perekonomian daerah; pesat sehingga dibutuhkan penguatan dari
Pelaksanaan ketatausahaan; dan sisi pendanaan, kelembagaan dan strategi
7. Pelaksanaan tugas lain yang perencanaan;
diberikan oleh Asisten b. Akses UMKM terhadap perbankan semakin
Perekonomian dan Pembangunan meningkat sehingga perlu dilakukan
sesuai tugs dan fungsinya langkah-langkah secara komprehensif dan
terarah  terhadap penyertaan modal
perbankan;

c. Dalam rangka pengendalian inflasi
dibutuhkan koordinasi, perencanaan dan
impelementasi secara terpadu;

d. Peningkatan layanan perbankan
membutuhkan tenaga Konsultan Keuangan
Mitra Bank (KKMB) yang professional untuk
mendukung berkembangnya UMKM;

e. Stabilisasi ketersediaan barang dan jasa di
daerah dibutuhkan peningkatan intensitas
tugas dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID);

f.  Peningkatan peran BUMD terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah;

g. Mendorong peningkatan kerjasama
investasi di daerah;

h. Perencanaan arah dan kebijakan secara
tepat dan komprehensif yang bermuara
pada peningkatan pembangunan ekonomi

daerah.
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3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Maluku

Secara umum tugas pokok dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian biidang perekonomian, dengan

fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dibidang perekonomian;

2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang
perekonomian;

3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur ogranisasi di lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian;

4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Bidang
Perekonomian;

5. Pengwasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian;

6. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
menetapkan tujuan adalah a) terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
dan b) terwujudnya kinerja organisasi yang baik. Sedangkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai

adalah :

a. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian;
b. Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian;

c. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik.

Berkaitan dengan tugas, fungsi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian sejalan dengan tugas dan fungsi dari Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku

sebagai Lembaga koordinatif di bidang perekonomian.
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Tabel 11. Telaah Renstra K/L dan Renstra Biro Perekonomian Daerah

RENSTRA
20192024 ==

Renstra K/L dan Renstra PD
Provinsi/ Kabupaten/Kota

Tupoksi Biro Perekonomian Daerah

Permasalahan

Faktor Penghambat dan Pendorong

- Tugas:

Menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian
urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintah di
bidang perekonomian;

- Fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu dibidang
perekonomian;

2. Pengendalian pelaksanaan
kebijakan
kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang
perekonomian;

3. Koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh
unsur ogranisasi di
lingkungan Kementrian
Koordinator Bidang
Perekonomian;

Tugas:

Membantu Asisten Perekonomian dan
Pembangunan dalam pengoordinasian

penyusunan

kebijakan dan

pengoordinasian administrasi terhadap

pelaksanaan

tugas dan  fungsi

Perangkat Daerah serta pelayanan di
bidang perekonomian Daerah.

Fungsi:
Penyusunan  program  bidang
perekonomian  sesuai  dengan

Rencana Strategis Daerah / RPJMD;
Penyiapan bahan koordinasi dalam
rangka  penyusunan  kebijakan
Daerah di bidang perekonomian
daerah;

Penyiapan bahan koordinasi dalam

rangka pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang
perekonomian daerah;

Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perekonomian daerah;

Pelayanan  administrative  dan
pembinaan aparatur sipil negara

Kompetensi SDM vyang tersedia
belum sesuai kebutuhan;

Jumlah SDM yang tersedia belum
tercukupi;

Diperlukan diklat untuk
meningkatkan  kapasitas SDM
dalam hal merumuskan kebijakan
perekonomian;

Terbatasnya fasilitas pendukung
pemanfaatan teknologi informasi;
Terbatasnya sarana dan prasarana
dalam mendukung tugas dan fungsi
Biro Perekonomian Daerah;

Belum optimalnya pelaksanaan
koordinasi, kajian, pemantauan dan
evaluasi;

BUMD belum memberikan manfaat
yang optimal kepada Daerah

Faktor Penghambat :

Terbatasnya tenaga pendamping KKMB;
Belum optimalnya kinerja KKMB sebagai
penghubung dunia usaha dan perbankan;
Belum maksimalnya dukungan Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan tugas Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam
rangka pengendalian inflasi daerah;

Belum maksimalnya kinerja stakeholder
dalam meningkatkan pengembangan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam
menghadapi persaingan usahg;

Dibutuhkan regulasi ditingkat daerah
tentang penyertaan modal dari APBD;
Kinerja BUMD belum maksimal;

Dibutuhkan penyesuaian manajemen BUMD
terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Ketidakpastian hukum terhadap peruntukan
ketersediaan lahan bagi kegiatan investasi;
Kurangnya infrastruktur yang memadai
dalam menunjang investasi;

Faktor Pendorong :
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Pengelolaan barang
milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawab
Kemenko Bidang
Perekonomian;

Pengwasan atas pelaksanaan
tugas di lingkungan
Kemenko Bidang
Perekonomian;
Pelaksanaan tugas tertentu
yang diberikan oleh
Presiden.

Tujuan:

Terwujudnya pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan;
Terwujudnya kinerja
organisasi yang baik.

Sasaran strategis :
Terwujudnya koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan
perekonomian;
Terwujudnya pengendalian
kebijakan perekonomian;
Terwujudnya tata kelola
pemerintah yang baik

pada instansi daerah di bidang
perekonomian daerah;

Pelaksanaan ketatausahaan; dan
Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan
sesuai tugs dan fungsinya

Pertumbuhan UMKM vyang berkembang
pesat sehingga dibutuhkan penguatan dari
sisi pendanaan, kelembagaan dan strategi
perencanaan;

Akses UMKM terhadap perbankan semakin
meningkat sehingga perlu dilakukan
langkah-langkah secara komprehensif dan
terarah  terhadap penyertaan modal
perbankan;

Dalam rangka pengendalian inflasi
dibutuhkan koordinasi, perencanaan dan
impelementasi secara terpady;

Peningkatan layanan perbankan
membutuhkan tenaga Konsultan Keuangan
Mitra Bank (KKMB) yang professional untuk
mendukung berkembangnya UMKM;
Stabilisasi ketersediaan barang dan jasa di
daerah dibutuhkan peningkatan intensitas
tugas dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID);

Peningkatan peran BUMD terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah;

Mendorong peningkatan kerjasama investasi
di daerah;

Perencanaan arah dan kebijakan secara
tepat dan komprehensif yang bermuara pada
peningkatan pembangunan  ekonomi
daerah.
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

A. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tinjavuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinis Maluku diperlukan
sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.
Dalam penyusunan Rencana Strategis Biro Perekonomian Daerah Setda Malukuy,
sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang

wilayah dengan program dan kegiatan di bidang investasi.

RTRW Provinsi Maluku sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku
Tahun 2013 - 2033, bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Maluku sebagai
Provinsi Kepulauan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada
kelautan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan perkebunan untuk peningkatan
perekonomian wilayah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan

nasional berbasis mitigasi bencana.

Untuk mencapaitujuan tersebut diatas, disusun Kebijakan dan strategi penataan
ruang wilayah di Provinsi Maluku, meliputi Kebijakan dan strategi pengembangan
“Struktur Ruang” dan “Pola Ruang”, dengan menggunakan pendekatan “Laut Pulau”

dan “Gugus Pulau”.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi peningkatan akses pelayanan
perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki, dan
peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi,

energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di setiap Gugus Pulau.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi kebijakan dan
strategi pengembangan Kawasan lindung, Kawasan budidaya dan Kawasan strategis

provinsi.
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B. Kajian Lingkungah Hidup Strategis (KLHS)

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Maluku secara umum menunjukan hasil yang positif di berbagai segi kehidupan
masyarakat. Meskipun begitu terdapat isu-isu lingkungan yang masih menjadi
perhatian untuk dapat diatasi secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada
pasal 15 disebutkan bahwa instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib
dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan,

Rencana, dan/atau Program (KRP).

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan
pratisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP.
Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan
atau pada saat, evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis

Perangkat Daerah.

Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrument pengelolaan lingkungan
hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor
67 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi
rencana pembangunan daerah. Pasal 1 angka 10 UU PPLH menyebutkan bahwa KLHS
sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau
program”. Selanjutnya Pasal 15 ayat 1 UU PPLH disebutkan Pemerintah Pusat dan
Pemda Wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
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dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pada Pasl 2 Peraturan Menteri alam
Negeri Rl Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam
Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 2 menyebutkan bahwa
“Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksankan KLHS dalam penyusunan RPJPD,
RPJMD dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko
lingkungan hidup”.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahun 2019 — 2024 Provinsi Maluku
telah dituangkan dalam Laporan Akhir KLHS RPJMD Provinsi Maluku, yang diterbitkan
oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat
daerah yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah ditinjau dari Implikasi RTRW
dan KLHS pada Biro Perekonomian Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:
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Tabel 12 Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

Kebijakan RTRW [ KLHS

Tupoksi Biro Perekonomian Daerah

Permasalahan

Faktor Penghambat dan Pendorong

RTRW
»  Struktur ruang RTRW meliputi :

- Peningkatan akses pelayanan
perkotaan dan pusat pertumbuhan
ekonomi wilayah yang merata dan
berhirarki;

- Peningkatan kualitas dan
jangkauan pelayanan jaringan
transportasi, telekomunikasi,
energi, dan sumber daya air yang
terpadu dan merata di setiap Gugus
Pulau.

» Pola Ruang, meliputi :

- Pengembangan Kawasan lindung;

- Pengembangan Kawasan budidaya;

- Pengembangan Kawasan strategis
provinsi.

KLHS
» Permasalahan dan Isu Strategis:

3.

N v £

Kemiskinan yang memprihatinkan;
Pengangguran yang terus meningkat;
Investasi yang sangat minim
Ketidak-mandirian keuangan daerah;
Keterbatasan Gedung sekolah;
Ketidak-merataan Penyebaran Gury;

Tugas:

Membantu Asisten Perekonomian dan

Pembangunan
penyusunan
pengoordinasian

dalma pengoordinasian
kebijakan dan
administrasi  terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah

serta pelayanan di bidang

perekonomian Daerah.

Fungsi:

Penyusunan program bidang
perekonomian sesuai dengan Rencana
Strategis Daerah / RPJMD;

Penyiapan bahan koordinasi dalam
rangka penyusunan kebijakan Daerah
di bidang perekonomian daerah;
Penyiapan bahan koordinasi dalam
rangka pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang perekonomian
daerah;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang
perekonomian daerah;

Pelayanan administrative dan
pembinaan aparatur sipil negara pada

Kompetensi SDM yang tersedia
belum sesuai kebutuhan;

Jumlah SDM yang tersedia belum
tercukupi;

Diperlukan diklat untuk
meningkatkan kapasitas SDM
dalam hal merumuskan kebijakan
perekonomian;

Terbatasnya fasilitas pendukung
pemanfaatan teknologi informasi;

Terbatasnya sarana dan
prasarana  dalam mendukung
tugas dan fungsi Biro

Perekonomian Daerah;

Belum optimalnya pelaksanaan
koordinasi, kajian, pemantauan
dan evaluasi;

BUMD  belum  memberikan
manfaat yang optimal kepada
Daerah

Faktor Penghambat :

Terbatasnya tenaga pendamping
KKMB;

Belum optimalnya kinerja KKMB
sebagai penghubung dunia usaha dan
perbankan;

Belum maksimalnya dukungan

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan
tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) dalam rangka pengendalian
inflasi daerah;

Belum maksimalnya kinerja
stakeholder dalam  meningkatkan
pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dalam
menghadapi persaingan usaha;
Dibutuhkan regulasi ditingkat daerah
tentang penyertaan modal dari APBD;
Kinerja BUMD belum maksimal;
Dibutuhkan penyesuaian manajemen
BUMD terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
Ketidakpastian ~ hukum  terhadap
peruntukan ketersediaan lahan bagi

BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
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9. Fasilitas teknologi inforamsi di sekolah instansi daerah di bidang Kurangnya infrastruktur yang memadai
yang minim; perekonomian daerah; dalam menunjang investasi;
10. Pendidikan tidak berbasis kompetensi Pelaksanaan ketatausahaan; dan
& potensi wilayah; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
11.  Angkat putus sekolah yang meningkat; oleh  Asisten Perekonomian dan Faktor Pendorong :
12. Ketidakjelasan implementasi Gugus Pembangunan sesuai tugs dan
Pulau dan koneksitas antar dan inter fungsinya Pertumbuhan UMKM yang
Gugus Pulau berkembang pesat sehingga
13. Pengembangan pariwisata yang tidak dibutuhkan  penguatan dari sisi
merata; pendanaan, kelembagaan dan strategi
14. Potensi pertanian & peternakan yang perencanaan;
tidak terencana & terkelolg; Akses UMKM terhadap perbankan
15. Potensi perikanan yang tidak terkelola semakin meningkat sehingga perlu
secara terencang; dilakukan langkah-langkah secara
16. Manajemen keragaman yang belum komprehensif dan terarah terhadap
terkelola secara maksimal; penyertaan modal perbankan;
17. Potensi pemudan & olahraga yang Dalam rangka pengendalian inflasi
tidak terurus semestinya; dibutuhkan koordinasi, perencanaan
18. Ketidak-merataan penyebaran dokter dan impelementasi secara terpadu;
& pelayanan kesehatan; Peningkatan  layanan  perbankan
19. Birokrasi yang tidak akomodatif, tidak membutuhkan  tenaga  Konsultan
komunikatif, dan tidak kolaboratif; Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang
20. Melemahnya karakter kebudayaan professional untuk mendukung
Maluku pada generasi muda. berkembangnya UMKM;
Stabilisasi ketersediaan barang dan
jasa di daerah dibutuhkan peningkatan
intensitas tugas dan fungsi Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
» Skenario dan Rekomendasi:
1.  Memasukkan kajian daya dukung dan Peningkatan peran BUMD terhadap
daya tampung lingkungan hidup; pertumbuhan ekonomi daerah;
Mendorong peningkatan kerjasama
investasi di daerah;

BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
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Memperkuat visi misi agar lebih
mengarustamakan pembangunan
berkelanjutan;

Memasukkan isu strategis
pembangunan berkelanjutan/isu utama
ke dalam RPJMD;

Mengintegrasikan indikator TPB hasil
perumusan scenario dengan upaya
tambahan berupa rumusan isu
strategis.

Perencanaan arah dan kebijakan secara
tepat dan  komprehensif  yang
bermuara pada peningkatan
pembangunan ekonomi daerah.

BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
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3.5. Penentuan Isu-lIsu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan secara serius
dan sungguh-sungguh dalam perencanaan pembangunan kedepan, karena dampaknya
yang signifikan bagi kemajuan Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku dimasa

mendatang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional dan regional.

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arah yang menjadi
fokus dan prioritas pembangunan lima tahun kedepan. Isu-isu strategis ini mempunyai
pengaruh yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada
lima tahun mendatang. Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut maka
peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan
lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius,

maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Untuk menentukan isu-isu strategis pada suatu OPD perlu memperhatikan

kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD
Provinsi;

b. Merupakan tugas dan tanggungjawab OPD;

c. Dampakyang ditimbulkan terhadap publik;

d. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;

e. Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani.

Isu strategis pada sektor-sektor yang berada di dalam lingkup tugas dan fungsi

Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku sebagai berikut:

1. Jumlah UMKM yang memiliki akses layanan perbankan dan pasar belum secara
maksimal terfasilitasi;

2. Pemantauan dan Pengendalian Inflasi belum terlaksana secara optimal;
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3. Belum Optimalnya penataan kelembagaan BUMD;

4. Kerjasama investasi dan promosi potensi keunggulan daerah belum terlaksana

secara maksimal.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Perekonomian Daerah
a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang bersifat idealistik
mengandung nilai-nilai dan keinginan kuat untuk menjadi berhasil, yang akan menjadi
arahan perjalanan organisasi dalam beberapa tahun yang akan datang dengan berdasarkan

kriteria, aksesibilitas, motivasi dan mudah difahami.

Berdasarkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024
dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh Biro
Perekonomian Daerah Setda Maluku dalam kurun waktu 5 tahun yaitu : Mewujudkan

Perekonomian Daerah Maluku Yang Kuat Berbasis Gugusan Kepulauan.

b. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis
instansi pemerintah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber
daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Keberhasilan mencapai
berbagai sasaran organisasi lebih menjamin suksesnya pelaksanaan jangka Panjang yang

bersifat menyeluruh.

Agar sasaran ini efektif, maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur,
menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil yang dicapai dalam waktu lima

tahun atau berlaku pada masa mendatang.

Lebih lanjut Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku menetapkan sasaran yang

ingin dicapai dalam periode waktu 2019 — 2024 yaitu :
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1. Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;

2. Meningkatnya Infrastruktur dan Penguatan Usaha-Usaha Daerah;

3. Meningkatnya Investasi Daerah.
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Tabel 13 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2019 - 2024

BIRO PEREKONOMIAN DAERAH

Kondisi Awal .
. . . s Target Capaian L.
. Indikator Kinerja Tujuan dan Kinerja Kondisi
No. Tujuan Sasaran X
Sasaran Akhir
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Mewujudkan Terwujudnya | Jumlah UMKM yang terbina dan
Perekonomian Peningkatan terhubung dengan Perbankan 320 640 960 1280 "1600 1920 1920
Daerah Maluku ekonomi (Jumlah)
Yang Kuat kerakyatan b ] o
Berbasis Prosentase terjaganya tingkat 335 | 3,5¢1 | 35+1 |35+1 |35+1 |35+1 |35+t1| 35%1
Gugusan inflasi (Persentase)
Kepulauan Meningkatnya | prosentase Usaha
infrastruktur | paerah/BUMD yang sehat dan 20 40 40 100
danusaha- | o fitable (Persentase)
usaha daerah
Dokumen perkembangan
infrastruktur (Dokumen) ! ! ! ! ! ! >
Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat melalui Program
2 2 4 1 1
Bina Lingkungan BUMD/BUMN 6 8 0 0
(Kab/Kota)
Meningkatnya | Prosentase MoU, Lol, PKS
kerjasama dan | (Persentase) 76 79 82 85 87 100 100
investasi Jumlah promosi investasi di
daerah P , 1 3 3 3 3 3 16
dalam dan luar negeri (Jumlah)
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STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1.  Strategi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pada Bab IV diatas, selanjutnya perlu
dirumuskan strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah dijabarkan di Bab IV, maka Biro

Perekonomian Daerah Setda Maluku menghasilkan beberapa strategi, sebagai berikut :

1) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur birokrasi yang efektif, efisien dan
berkualitas serta memiliki pengetahuan di bidang lainnya sesuai pekembangan
teknologi informasi;

2) Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui infomasi, akses pasar, daya saing, akses
perbankan dan perlindungan terhadap pelaku usaha.

3) Peningkatan pemantauan dan pengendalian Inflasi Daerah

4) Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
secara transparan, akuntabel, berdaya saing, efisien dan efektif;

5) Meningkatkan koordinasi antar stekholder untuk percepatan pembangunan
infrastruktur dalam mendukung peningkatan ekonomi dan investasi.

6) Meningkatkan iklim investasi yang kondusif yang didukung oleh jaminan keamanan
dan regulasi yang memberikan kemudahan.

7) Meningkatkan dan mengalakan promosi potensi daerah dan produk-produk daerah
melalui teknologi informasi, Kantor Perwakilan dan pameran baik nasional maupun

internasional.

6.2.  Arah Kebijakan

Kebijakan dimaksudkan untuk mengarahkan program dan kegiatan dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku. Adapun kebijakan
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sebagai berikut:

1. Pemantapan kompetensi aparatur Birokrasi melalui berbagai pendidikan pelatihan
dan bimbingan teknis.

2. Mendorong Penciptaan Iklim-lklim Usaha Kecil, Menengah Yang Kondusif melalui
peningkatan fungsi KKMB

3. Mengoptimalkan pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah.

4. Mewujudkan BUMD yang sehat, mandiri dan berdaya saing melalui pembinaan dan
pengembangan manajemen kelembagaan.

5. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur penunjang perekonomian dan investasi daerah

6. Mendorong peningkatan Animo Investasi di Daerah dengan menjejaki berbagai
kerjasama investasi.

7. Mengintensifkan promosi terintegrasi semua semua perangkat daerah terhadap

produk unggulan daerah di dalam dan di luar negeri.
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Tabel 14 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

e = SN

p— 2019 4 —==
SRS e

RENSTRA

Tujuan

Mewujudkan Perekonomian Daerah
Maluku Yang Kuat Berbasis Gugusan
Kepulavan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1. Meningkatnya ekonomi Meningkatkan kompetensi Sumber | 1. Pemantapan kompetensi aparatur
kerakyatan Daya Aparatur Dbirokrasi yang Birokrasi melalui berbagai pendidikan

efektif, efisien dan berkualitas serta pelatihan dan bimbingan teknis.
memiliki pengetahuan di bidang | 2.Mendorong Penciptaan Iklim-Iklim
lainnya  sesuai  pekembangan Usaha Kecil, Menengah Yang
teknologi informasi; Kondusif melalui peningkatan fungsi
Menguatkan ekonomi kerakyatan KKMB
melalui penyediaan infomasi, akses | 3. Mengoptimalkan pelaksanaan
pasar, daya saing, akses perbankan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi
dan perlindungan terhadap pelaku Daerah.
usaha.
Peningkatan  pemantavan  dan
pengendalian Inflasi Daerah

2. Meningkatnya infrastruktur dan Meningkatkan profesionalisme L. Mewujudkan BUMD yang sehat,

penguatan usaha-usaha daearh

dalam pengelolaan Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) secara

transparan, akuntabel, berdaya

saing, efisien dan efektif;

mandiri dan berdaya saing melalui
pembinaan dan pengembangan

manajemen kelembagaan.
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2. Meningkatkan koordinasi antar Menjamin Ketersediaan
stekholder  untuk  percepatan Infrastruktur penunjang
pembangunan infrastruktur dalam perekonomian dan investasi daerah
mendukung peningkatan ekonomi
dan investasi.

3. Meningkatnya investasi daerah 1. Meningkatkan iklim investasi yang Mendorong peningkatan Animo
kondusif yang didukung oleh Investasi di  Daerah  dengan
jaminan keamanan dan regulasi menjejaki  berbagai  kerjasama
yang memberikan kemudahan. investasi.

2. Meningkatkan dan mengalakan Mengintensifkan promosi
promosi potensi daerah dan produk- terintegrasi semua semua

produk daerah melalui teknologi
informasi, Kantor Perwakilan dan
pameran baik nasional maupun

internasional.

perangkat daerah terhadap produk
unggulan daerah didalam dan di luar

negeri.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel ... dibawah ini.
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka upaya pencapaiannya
kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.
Program yang disusun oleh Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku merupakan program prioritas
RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Daerah yang selanjutnya dijabarkan

kedalam beberapa program tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan
jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan 1ndicator kinerja
program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh
dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku.

Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan
untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun. Untuk mewujudkan satu sasaran tahunan
diperlukan minimal satu program. Program pada dasarnya merupakan suatu pernyataan sebagai
wadah untuk kumpulan kegiatan yang sejenis dan erat terkait. Adapun tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan misi pada Biro Perekonomian Daerah Setda

Maluku sebagai berikut:
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Tabel 15. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku

Indikator
Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kineria Pada Unit
Tujuan pada Tahun . _J Kinerja
] ) Akhir Periode
) Program dan Sasaran Awal Perangkat .
Tujuan Sasaran Kode ' Renstra PD Lokasi
Kegiatan Program Perencanaan 2020 2021 2022 2023 2024 Daerah
(Outcome) Pengangg
(Kggt'a“":’)‘ 2018 | 2019 | Target |Rp. (000) | Target |Rp. (000) | Target | Rp. (000) [Target | Rp. (000) |Target | Rp. (000) |Target | Rp. (000) [UN9 Jawab
utpu
(&) (2) 3) 4) (5) (6) (@ (8) 9) (10) (€] (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21
M ewujudkan M enignkatnya
Perekonomian | Ekonomi
Daerah M aluku | Kerakyatan
Yang Kuat i
. M eningkatnya
Berbasis .
infrastruktur dan
Gugusan
penguatan usaha
Kepulauan
usaha daerah
M eningkatnya
investasi daerah
Prog_ram UMKM yang
Pe.nmptaan terbinadan
Iklim Usaha | orhupung 320 320 930,100 | 640 976,605| 960 1,025,435 | 1280 1,076,707 | 1600 1,130,542 | 1600 5,139,390
Kecil, d
engan
Menengah Perbankan
Y ang
Kondusif Peningkatan
kesejahteraan
melalui usaha R 2 4 6 8 8
pengembanga
n ekonomi
kerakyatan
Terwujudnya
Pengembangan |rekomendasi Biro
ekonomi dan kebijakan 2 80,100 2 84,105 2 88,310 2 92,726 2 97,362 10 442,603 | Perekonomia
investasi ekonomi dan n Daerah
investasi
Penunjang Terlaksananya Bi
konsultan pendampingan fro .
. 935 235 500,000 235 525,000 235 551,250 235 578,813 235 607,753 2,762,816 | Perekonomia
keuangan mitra | KKM B kepada Daerah
bank (KKMB)  |UMKM n baer
Angka inflasi
vang 35+ 1| 35+1 35+ 1 35+ 1 35+ 1 35+ 1
terkendali
sesuai sasaran
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Indikator
i j Data Capaian i j Unit
Klr?erja P Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada . :
Tujuan, pada Tahun i h Kinerja
Akhir Periode
Tui s Kod Program dan | Sasaran, Awal - e BB Perangkat p—
e asaran °G€ | Kegiatan Program | Perencanaan 2020 2021 2022 2023 2024 enstra Daerah oKast
(Outcome) Pengangg
Kegiatan | 5018 | 2019 [T t |Rp. (000) [T t |Rp. (000) [T t | Rp. (000) | T t | Rp. (000) | T t | Rp. (000) | T t | Rp. (000) [ung Jawab
(@t arge p.( ) | Targe p.( ) | Targe p.( ) arge p.( ) arge p.( ) arge p.( )
@ (2) 3 4) (©) (6) 7 (8) (9) (10) (1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21
Terlaksananya
upaya
pengendalian )
Pemantauan dan Inflasi di Biro
Pengendalian Daerah di 30 350,000 30 367,500 30 385,875 30 405,169 30 425427 30 1,933,971 | Perekonomia
Inflasi Daerah " n Daerah
Tingkat
Prov/Kab/kot
a
Program
zembmaan Persentase
Pan b Usaha Daerah
e”BgSE Da”g / BUMD yang 40 60 725,000 | 80 761,250 | 80 799,313 [ 100 839,278 | 100 881,242 4,006,083
Z:n Lembaga sehat dan
9 profitable
Keuangan
Eeg't?ti?' risasi Terlaksananya Biro
CSITUKLUNSAS! o ;v alisasi 3 500,000 3 525000 3 551250 2 578,813 2 607,753 5 2,762,816 | Perekonomia
dan Revitalisasi
BUMD n Daerah
BUMD
Kegiatan M eningkatnya Biro
Pengawasan dan [ kwalitas 3 225,000 3 236,250 3 248,063 3 260,466 3 273,489 3 1243,267 | Perekonomia
Pembinaan Pengelolaan
n Daerah
BUMD BUMD
Program Peningkatan
Kerjasama Kesejahteraan
Pembanguna |Masyarakat
n M elalui
Kerjasama
Antar
. - 1 50,000 2 52,500 3 55,125 4 57,881 5 60,775 276,282
Pemerintah
Daerah
dengan
Industri,
BUMD,
BUMN
Eeglac;(ta\n - Biro
oordinast dan 100 50,000 10 52,500 100 55125 100 57,881] 100 60,775| 100 276,282 | Perekonomia
Pembinaan CSR
n Daerah
/ PKBL
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Indikator
i j Data Capaian i j Unit
Klr_lerja p Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada . :
Tujuan, pada Tahun . k Kinerja
Akhir Periode
i s %o Program dan Sasaran, Awal = q =0 Perangkat Lokasi
ujuan asaran ode Kegiatan Program Perencanaan 2020 2021 2022 2023 2024 enstra Daerah okasl
(Outcome) Pengangg
(Kggt'a‘ar)‘ 2018 | 2019 [Target | Rp. (000) |Target [Rp. (000) | Target | Rp. (000) |Target | Rp. (000) |Target | Rp. (000) [Target | Rp. 000y |un9 Jawab
utput
@ (2) ®3) (4) ©] (6) Y] 8) (9) (10) (1 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21
Program Tersedianya
Penylapan Datadan
Potensi dan Informasi
Sumberdaya, - 1 80,000 2 84,000 3 88,200 4 92,610 5 97,241 442,051
Perkembangan
Sarana dan
P Infrastruktur
rasarana Daerah
Daerah
Monitoring dan Terlailksa_.nanya .
Evaluasi monitoring Biro
dan evaluasi 1 80,000 1 84,000 1 88,200 1 92,610 1 97,241 5 442,051 | Perekonomia
Infrastruktur N
infrastruktur n Daerah
Daerah
daerah
Jumlah
Program .
N promosi dan
Peningkatan Keri
Promosi dan I:v”ej:s":a 28 35 1,962,000 | 40 2,060,100 | 45 2,163,105| 55 2,271,260 | 55 2,384,823 10,841,289
Keri
er]asama dalam dan luar
Investasi .
negeri
Kegiatan
Koordinasi Terlaksananya
Kerjasama kerjasama 100% 75,000 100% 78,750 100% 82,688 100% 86,822 100% 91163 100% 414,422
Investasi Dalam |investasi
dan Luar Negeri
Kegiatan Terlaksananya Biro
Pengembangan Pameran dan 100% 1837,000| 100% 1928,850| 100% 2025293 100% 2,126,557| 100% 2,232,885 100% 10,150,585 | Perekonomia
Promosi Dalam | Promosi
. . n Daerah
dan Luar Negeri | Investasi
Terlaksananya
- monitoring Biro
Monitoring LOI, . .
MoU. dan PKS dan evaluasi 100% 50,000 100% 52,500 100% 55,125 100% 57,881 100% 60,775 100% 276,282 | Perekonomia
! Lol, MoU dan n Daerah
PKS
Program
Peningkatan
Iklim
Investasi 40,000 42,000 44,100 46,305 48,620 221,025
dan
Realisasi
Investasi
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Indikator
Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisil Kinerja Pada Unit
Tujuan, pada Tahun . h Kinerja
i Program dan Sasaran, Awal Al Periodie Perangkat )
e Sasarem @Ee || egimiam Program | Perencanaan 2020 2021 2022 2023 2024 Remsire P Dearan || HONES
(Outcome) Pengangg
Kegiatan | 5548 | 2019 | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) [Target | Rp. (000) |Target | Rp. (000) |Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) [UN9 Jawab
(Output) [¢] p. ( ) arge p. ( ) arge p.( ) arge p. ( ) arge p.( ) arge p. ( )

(€] 2) 3) 4) 5 (6) @] (8) ©) (10) (1 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (27
Peningkatan Terlaksananya Biro
Investasi dalam koordinasi 100% 40,000 100% 42,000 100% 44,100 100% 46,305 100% 48,620 100% 221,025 | Perekonomia
negeri investasi n Daerah
Program cakupan
Pelayanan pelayanan
Administrasi fadministrasi 489,117 513,573 539,252 566,214 594,525 2,702,681
Perkantoran [perkantoran

dan pelayanan
publik
Kegiatan Tersedianya Biro
Penyediaan Jasa | jasa surat ### | 3000 | 100% 4000 | 100% 4200 | 100% 4410 | 100% 4631 100% 4862 | 100% 22,103 | Perekonomia
Surat Menyurat | menyurat
n Daerah
Kegiatan tersedianya
Penyediaan Jasa | jasa tenaga Biro
Kebersihan kebersihan wutt | ### | 100% 40,001 | 100% 42,001 100% 44,01 | 100% 46,306 | 100% 48621 100% 221030 | Perekonomia
Kantor kantor dan
n Daerah
bahan
pembersih
Kegiatan Tersedianya Biro
Penyediaan Alat |Alat Tulis H#tH 7,499 100%) 12,149 100%) 12,756 100% 13,394 100%| 14,064 100%) 14,767 100% 67,131 | Perekonomia
Tulis Kantor Kantor n Daerah
Kegiatan tersedianya
Penyediaan barang Biro
Barang Cetakan |cetakan dan HH#H 9,730 100% 9,538 100%) 10,014 100% 10,515 100%| 11,041 100%) 11,593 100% 52,701 | Perekonomia
dan penggandaan n Daerah
Penggandaan
Kegiatan Rapat -| Terlaksananya
Rapat Rapat - Rapat
Koordinasi dan |Koordinasi Biro
Konsultasi ke dan Konsultasi H## #i#t#H 100 % 222,200 100% 233,310 100 %) 244,976 100%| 257,224 100% 270,085 100% 1,227,795 | Perekonomia
Luar Daerah ke Luar Daerah n Daerah
VI-5
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Indikator
Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan xendisi Kinsfa Peda Unit
Tujuan pada Tahun . ,J Kinerja
) X Akhir Periode
i Program dan Sasaran Awal Perangkat .
Tujuan Sasaran Kode ’ Renstra PD Lokasi
Kegiatan Program Perencanaan 2020 2021 2022 2023 2024 Daerah
(Outcome) Pengangg
(Koegt'a‘atr)‘ 2018 | 2019 | Target | Rp. (000) |Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) [Target | Rp. (000) |Target | Rp. (000) [Target | Rp. (000) |UN9 Jawab
utpu
@ (2) 3) (4) (5) (6) 7 (8) 9) (10) (1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21
Kegiatan Tersedianya Biro
Penyedian M akan dan
4 . HH#H H#t# 100%) 23,200 100%) 24,360 100% 25,578 100%| 26,857 100%) 28,200 100% 128,195 | Perekonomia
M akanan dan Minum Rapat Daerah
M inuman Rapat n Daer
Kegiatan
_II:—'enyedlaanJasa Terwujudnya Biro
enaga Tugas Rutin | 79,200 88,992| 3o0rg 97,530| 4org 102,406 | 4 org 107,526 | 4 org 12,903 | 4org 118,548 538,913 | Perekonomia
Administrasi
. Kantor n Daerah
dan Teknis
Perkantoran
Terlaksananya
Rapat-Rapat Rapat-rapat
Koordinasi dan koordiansi
. . 80,500 84,525 88,751 93,189 97,848 444813
Konsultasi dan konsultasi
Dalam Daerah kedalam
daerah
Program M eningkatnya
Peningkatan |sarana
Sarana dan prasarana
Prasarana aparatur yang 97,204 177,064 185,917 195,213 204,974 860,372
Aparatur mendukung
kelancaran
tugas dan
fungsi SKPD
Kegiatan Tersedianya Biro
Pengadaan Perlengkapan | o060 | w4# | 100% 19,000 [ 100% 19,950 |  100% 20,948 | 100% 21995| 100% 23,095 100% 104,987 | Perekonomia
Perlengkapan Kantor n Daerah
Gedung Kantor
Kegiatan Tersedianya
Pemeliharaan suku cadang, Biro
Rutin/ Berkala |BBM dan wnn | #uw | 100% 73,204 | 100% 76,864 | 100% 80,707 | 100% 84,743 | 100% 88,980 | 100% 404,497 | Perekonomia
Kendaraan Dinas | perawatan n Daerah
/ Operasional kendaraan
Kegiatan Jumlah
Pemeliharaan peralatan Biro
Rutin/ Berkala |kantor yang ### | 4,000 100% 5,000 100% 5,250 100% 5,513 100% 5,788 100% 6,078 100% 27,628 | Perekonomia
Gedung Kantor |dilakukan n Daerah
pemeliharaan
Kegiatan Tersedianya Biro
Pengadaan peralatan . N 100% 75000 | 100% 78,750 | 100% 82,688 | 100% 86,822 | 100% 323,259 | Perekonomia
Peralatan gedung kantor  Daerah
Gedung Kantor
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Indikator
i j Data C i i j Unit
Klr?erja ata Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KondisiiKinerjalPada . ni :
Tujuan, pada Tahun . A Kinerja
Akhir Periode
Tui s Kod Program dan | Sasaran, Awal 2 e B Perangkat -~
e asaran °¢€ | Kegiatan Program | Perencanaan 2020 2021 2022 2023 2024 enstra Daerah okast
(Outcome) Pengangg
(Kce)gt'a“":’)‘ 2018 | 2019 | Target | Rp. (000) |Target | Rp. (000) [Target [ Rp. (000) [Target | Rp. (000) [Target | Rp. (000) [Target | Rp. (000) [uN9 Jawab
utpu
@ 2) 3) (4) (©) (6) ) (8) (9) (10) (1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (29
Program
Peningaktan
Kapasitas 78,800 82,740 86,877 91,221 95,782 435,420
Sumber Daya
Aparatur
Kegiatan
Bimtek, M eningkatnya Biro
Sosialisasi, Kualitas SDM | 43,600| 27,650 4 org 78,800 5org 82,740 6 org 86,877 7org 91221 7org 95,782 29 org 435,420 | Perekonomia
Lokakaryadan |padaASN n Daerah
Workshop
TOTAL ANGGARAN 4,452,221 4,749,832 4,987,324 5,236,690 5,498,524 24,924,590
VI-7
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain
indikator kemapuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan
daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara keseluruhan hasil akhir tujuan otonomi
daerah menggunakan parameter “Peningkatan Kualitas Manusia” dan Indikatornya adalah nilai Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal
ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap
tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada
dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan
(outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan
hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kiernaj program (outcome) terhadap

tingkat capaian indikator kineraj daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama perlu ditetapkan di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka
pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Hal tersebut
ditegaskan dalam konsideran Peraturan Meneteri Negara Pendayagunaan Aparatuf Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mengeri Negara Pendayaguaan
Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan

indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.
Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan
manajemen kinerja secara baik;
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
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Selanjutnya berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Maluku yang telah
ditetapkan maka upaya pencapaian sasaran dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan
strategi, arah kebijakan dan program serta indikator sebagai tolok ukur kinerja. Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam rangka mendukung
pencapaian dari visi dan misi RPJIMD 2019-2024 yang kemudian diamanatkan pada Biro Perekonomian
Daerah Setda Maluku adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang

berbasis Good Governance.

Adapun target dan indikator kinerja Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku yang tercantum
dalam Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Maluku 2014 — 2019 adalah pada aspek tenaga KKMB,
Rapat-Rapat Koordinasi TPID, Jumlah MoU, LoU, PKS yang sudah dilakukan dan Jumlah Rapat=Rapat

Koordinasi dengan Indikator Kinerja berupa Jumlah yang dihasilkan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik belum
sepenuhnya mampu mencapai tujuan filosofis yang ingin dicapai, yakni mensejahterahkan rakyat.
Penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah masih mengalami disharmoni karena masih adanya
perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan, terbatasnya payung hukum, serta tumpang
tindihnya regulasi dan kebijakan. Masalah lain, peraturan perundang-undangan kementerian/sektoral
belum sepenuhnya mengacu pada kondisi provinsi kepulauan . pada sisi lain, masih terdapat ego
kedaerahan yang berlebihan sehingga koordinasi antar tingkat pemerintah dan antar daerah menjadi

sulit dilaksanakan.

Pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan oleh SKPD masih belum
maksimal. Penerapan SPM sampai saat ini belum optimal, karena keterbatasan kemampuan
anggaran pada SKPD, tingginya kompleksitas dalam merancang dan menyusun indikator di dalam

SPM, akses tekhnologi informasi yang sangat minim, begitupun sarana prasarana yang ada belum

memadai.
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Tabel 16. Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Daerah Provinsi Maluku Tahun
2019 — 2024

No

Indikator Kinerja
Utama

Kondisi Awal
Kinerja

Target Capaian Tahun

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Kondisi
Akhir
Kinerja

(1)

(2)
Jumlah UMKM yang
terbina dan
terhubung dengan
Perbankan (Jumlah)

(3)

(4)

320

(5)

640

(6) (7) (8)

960 1280

1600

(9)

1920

(10)

1920

Prosentase terjaganya
tingkat inflasi
(Persentase)

3,35

35+1

35+1

Prosentase Usaha
Daerah/BUMD yang
sehat dan profitable
(Persentase)

20

40

40

100

Dokumen
perkembangan
infrastruktur
(Dokumen)

Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat melalui
Program Bina
Lingkungan
BUMD/BUMN
(Kab/Kota)

10

10

Prosentase MoU, Lol,
PKS (Persentase)

76

79

82 85 87

100

100

Jumlah promosi
investasi di dalam dan
luar negeri (Jumlah)

16
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Tabel 17. Indikator Kinerja Biro Perekonomian Daerah yang Mangacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kondisi
Kinerja pada Target Capaian Tahun Kinerja
i Awal Periode pada
No Indikator RPJMD Akhir
Periode
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- — |
1 | UMKM yang terbina dan
terhubung dengan 320 640 960 1280 | 1600 | 1920 1920
Perbankan (Jumlah)
2 | Angka inflasi yang terkendali
) 35+1 | 35+1 | 35+1 | 3,5¢1 | 3,51 | 351 | 35%1
sesuai sasaran (Persentase)
3 | Peningkatan kesejahteraan
melalui usaha ‘ i 5 4 6 3 3 3
pengembangan ekonomi
kerakyatan (Kab/Kota)
4 Persentase Usaha Daerah /
BUMD yang sehat dan 40 60 80 80 100 120 120
profitable (Persentase)
5 | Meningkatnya Pemahaman
regulasi terkait BUMD - 1 2 3 4 5 5
(Jumlah)
6 | Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Melalui
Kerjasama Antar Pemerintah - 1 2 3 4 5 5
Daerah dengan Industri,
BUMD, BUMN (Kab/Kota)
7 | Tersedianya Data dan
Informasi Perkembangan i 1 5 3 4 5 5
Infrastruktur Daerah
(Dokumen)
8 | Peningkatan hubungan
Kerjasama antar BUMD di - 1 2 3 4 5 5
Provinsi Maluku (Jumlah)
9 | Jumlah kerjasama Investasi )8 35 40 45 55 55 55
(Jumlah)
10 | Promosi dan investasi di
dalam dan luar negeri 1 7 15 20 22 25 25
(Jumlah)
11 | Meningkatnya iklim investasi i 1 5 3 4 5 5
(Jumlah)
12 | Tersedianya data dan
perkembangan investasi 1 2 3 4 5 6 6
(Dokumen)
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PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku
tahun 2019 — 2024 memuat Tujuan, Sasaran kebijakan, Program dan Kegiatan yang
merupakan acuan dan panduan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Biro
Perekonomian Daerah Setda Maluku, dan diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen
dan kesatuan langkah dalam menentukan arah dan peran Biro Perekonomian Daerah Setda
Maluku dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi
Maluku Tahun 2019 — 2024. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Draft Awal RPJMD

Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024

Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Biro
Perekonomian Daerah Setda Maluku setiap tahunnya, sebagai pedoman dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Daerah.

Ambon,  Januari 2020

N 4;4 e?ytﬁ/ina Utama Muda
~~L-.ﬂI=P'.’/19620623 198903 2 005
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